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Abstract

The post-COVID-19 education transformation has accelerated the adoption of digital solutions, giving
rise to the concept of digital citizenship as an essential dimension of responsible citizenship. Islamic
Higher Education Institutions (PTKI) in Indonesia have undergone significant changes with the
integration of technology in learning. Challenges of privacy, security, and responsible digital behavior
need to be addressed holistically. Digital competencies, including data literacy, communication, digital
content creation, and problem-solving, are key to shaping digital citizenship. In-depth research on the
relationship between digital competencies and digital citizenship among PTKI students is necessary to
formulate effective strategies in education. This study aims to analyze the relationship between digital
competencies of Indonesian Islamic higher education students developed through the educational
process and their capabilities in responsible digital citizenship. The study involves 200 PTKI students
obtained through convenience sampling. Partial Least Square-Structural Equation Modeling analysis
technique is employed. The research highlights the crucial role of problem solving, data literacy,
communication, collaboration, digital content creation, and digital learning policy in shaping digital
citizenship among PTKI students. Integrating these skills into the curriculum is vital for cultivating a
meticulous, skilled, and responsible digital generation. Challenges of data privacy and security
necessitate a holistic approach with clear digital learning policies. The study underscores the need for
students and education stakeholders to adapt to digital competencies and citizenship. The DigComp
digital competency framework serves as a crucial reference, while effective learning includes online
module training, cybersecurity workshops, and ethical digital behavior campaigns. In conclusion, PTKI
and the Ministry of Religious Affairs need to synergize to strengthen religious education in the digital era.
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PENDAHULUAN

Pasca Pandemi COVID-19, Indonesia menyaksikan akselerasi teknologi yang mengubah lanskap pendidikan secara
signifikan. Krisis ini mendorong adopsi solusi digital dalam pembelajaran, membawa transformasi jangka panjang
dalam sistem pendidikan (Zhang, 2022). Penggunaan platform daring, aplikasi pembelajaran, dan teknologi cerdas
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membuat pendidikan lebih inklusif dan mudah diakses (Dahl-Leonard et al., 2024). Meluasnya penggunaan internet
berdampak besar pada partisipasi pelajar dan tenaga pendidik dalam teknologi. Teknologi digital mengubah interaksi
sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan, membentuk fenomena digital citizenship yang penting. Digital citizenship
adalah penggunaan teknologi dan internet yang bertanggung jawab, etis, dan penuh perhatian (Hollandsworth et al.,
2017; Aydogan, 2022; Brandau et al., 2022). Pentingnya digital citizenship didorong oleh: karakteristik kompleks
internet, kebutuhan partisipasi aktif dalam masyarakat global, penguatan proses demokrasi, pengembangan pengguna
teknologi yang bertanggung jawab, dan peningkatan kesempatan belajar (Prawira, Kurnia, & Ayundhari, 2021) dan
(Yue & Beta, 2022). Banyak negara kini mengembangkan kebijakan untuk mendukung digital citizenship dalam
pendidikan tinggi.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia sedang mengalami transformasi signifikan dengan integrasi teknologi
dalam pendidikan. Tradisi keilmuan Islam yang sudah lama ada kini semakin diperkuat dengan adopsi platform daring,
aplikasi pembelajaran, dan teknologi cerdas untuk mendukung pengajaran, diskusi, dan evaluasi (Siregar et al., 2022).
Teknologi ini memungkinkan akses sumber daya global, berbagi pengetahuan, dan kemitraan dengan institusi lain di
seluruh dunia (Jamal, 2017; Suprapto & Prabowo, 2020). Namun, meskipun adopsi Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) semakin meningkat, Indonesia menghadapi tantangan dari perubahan era digital, termasuk
kekhawatiran tentang privasi online, keamanan, dan perilaku digital yang bertanggung jawab (Theresiawati et al.,
2020). Kemajuan teknologi Society 5.0 seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, dan metaverse juga
menimbulkan risiko penggunaan tidak etis dan potensi hambatan perkembangan kognitif (Hasanah et al., 2023; Meter
& Setiawan, 2023; Nursyamsi et al., 2022; Yaras & Oztiirk, 2022).

Perguruan tinggi keagamaan Islam memiliki peran penting dalam membentuk Digital citizenship. Digital citizenship ini
merupakan sebuah konsep yang menggambarkan cara individu berperilaku, berpikir, dan berinteraksi secara positif
dan bertanggung jawab di dunia digital. Perguruan tinggi Islam tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh
pengetahuan agama, tetapi juga menjadi pusat pengembangan karakter dan moral (Hakim, 2020). Melalui pendidikan
yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, mahasiswa dipersiapkan untuk menghadapi tantangan kompleks dalam ranah
digital. Perguruan tinggi Islam menekankan pada etika, integritas, dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Nata, 2022). Digital citizenship ini juga dapat mempromosikan kesadaran akan
dampak sosial dan moral dari tindakan online, serta mengajarkan cara berinteraksi dengan internet secara bijaksana
dan adil. Perguruan tinggi keagamaan Islam Indonesia berada di persimpangan dimana digital citizenship menjadi
bagian hidup yang penting dalam upaya menghasilkan profesional yang terampil di berbagai bidang. Karena itu,
mahasiswa harus mempunyai kompetensi dalam praktik penggunaan teknologi khususnya pembelajaran digital
dengan professional dan bertanggung jawab.

Kompetensi digital dalam konteks pendidikan meliputi serangkaian keterampilan, sikap, dan kemampuan untuk
menggunakan teknologi dengan cara yang kritis dan inovatif, baik dalam lingkup personal maupun profesional (Aldas
etal., 2019; Martzoukou et al., 2022; (")rtegren, 2024; Pérez-Escoda et al., 2021; Xu et al., 2019). Lauricella et al (2023)
juga setuju bahwa kompetensi digital merupakan sekumpulan keterampilan yang diperlukan individu untuk berfungsi
secara efektif di era digital (Lauricella et al., 2020). Gillem et al (2022) menyatakan bahwa literasi digital mahasiswa
perguruan tinggi penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif
dalam proses belajar-mengajar (von Gillern et al., 2024). Penggunaan teknologi digital yang efektif dalam
pembelajaran, pekerjaan, dan interaksi sosial membutuhkan gabungan kompetensi digital. Literatur menunjukkan
bahwa kompetensi digital mencakup literasi informasi dan data, komunikasi dan kolaborasi, pembuatan konten digital
(termasuk pemrograman), keamanan (termasuk keselamatan dan keamanan siber), serta pemecahan masalah (yaitu
pemikiran kritis dan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual (Hui et al., 2023). Pentingnya kompetensi ini diakui
dalam pengembangan program pendidikan oleh para pengambil kebijakan, yang bertujuan untuk memahami dan
meningkatkan digital citizenship (Capuno et al., 2022).

Memahami dimensi kompetensi digital dari sudut pandang mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Indonesia
dapat membantu merumuskan strategi digital citizenship yang efektif. Akan tetapi, belum ada penelitian yang
komprehensif tentang hubungan antara kompetensi digital dan digital citizenship mahasiswa perguruan tinggi
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keagamaan Islam di Indonesia yang selama ini terbentuk melalui proses pendidikan dengan mempertimbangkan
dimensi-dimensi utamanya. Kekurangan penelitian yang signifikan ini dapat menghambat pemahaman tentang potensi
kesenjangan dalam kewarganegaraan digital serta kebutuhan khusus mahasiswa perguruan tinggi. Studi ini bertujuan
untuk menganalisis hubungan antara kompetensi digital mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam Indonesia yang
terbentuk dalam proses pendidikan dengan kapabilitas mereka dalam digital citizenship yang bertanggung jawab. Studi
ini dibangun dengan dasar model teori Digital Competence Framework for Citizens (DigComp), dengan fokus pada
lima dimensi utama: (1) literasi data dan informasi, (2) komunikasi dan kolaborasi, (3) pembuatan konten digital, (4)
keamanan dan (5) pemecahan masalah. Akan tetapi, studi ini menambahkan variabel kebijakan pembelajaran digital
yang dilakukan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Studi ini membangun kontribusi baru dalam
dinamika pendidikan tinggi Islam dalam membentuk digital citizenship di Indonesia. Secara praktis, studi ini akan
membantu mengarahkan strategi dan kebijakan pendidikan yang tepat yang dirancang untuk meningkatkan digital
citizenship dan mendorong inklusivitas dan kesetaraan lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam Indonesia dalam
dunia digital baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari ditengah masyarakat.

METODOLOGI

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei cross-sectional dengan fokus penelitian pada
mahasiswa program sarjana pada perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia mulai dari tingkat STAIN hingga
UIN. Dalam studi ini, peneliti menggunakan instrumen kuisioner skala likert lima poin dimulai poin 1 menyatakan sangat
tidak setuju hingga poin 5 menyatakan sangat setuju, yang dikembagkan berdasarkan literatur terdahulu, terdiri dari
67 item dengan detail literasi data dan informasi (5 item) (Mieg et al., 2024; Mufioz-Repiso et al., 2020; Syahrin et al.,
2023; Van Audenhove et al., 2024; Villar-Onrubia et al., 2022), komunikasi dan kolaborasi (7 item) (Mieg et al., 2024;
Mufioz-Repiso et al., 2020; Syahrin et al., 2023; Van Audenhove et al., 2024; Villar-Onrubia et al., 2022), pembuatan
konten digital (6 item) (Mieg et al., 2024; Mufioz-Repiso et al., 2020; Syahrin et al., 2023; Van Audenhove et al., 2024;
Villar-Onrubia et al., 2022), data privasi dan keamanan (9 item) (Mieg et al., 2024; Mufioz-Repiso et al., 2020; Syahrin
et al., 2023; Van Audenhove et al., 2024; Villar-Onrubia et al., 2022), problem solving (9 item) (Mieg et al., 2024;
MufiozRepiso et al., 2020; Syahrin et al., 2023; Van Audenhove et al., 2024; Villar-Onrubia et al., 2022), kebijakan
pembelajaran digital (5 item) (Akar et al., 2022; Hou et al., 2022; Jang et al., 2021) dan digital citizenship mahasiswa
PTKI (26 item) (Aydogan, 2022; Brandau et al., 2022; Hollandsworth et al., 2017; Hui et al., 2023). Terdapat enam
hipotesis penelitian, yakni:

H1: Problem solving berpengaruh signifikan positif terhadap digital citizenship Mahasiswa PTKI

H2: Literasi data & informasi berpengaruh signifikan positif terhadap digital citizenship Mahasiswa PTKI

H3: Komunikasi dan kolaborasi berpengaruh signifikan positif terhadap digital citizenship Mahasiswa PTKI
H4: Pembuatan konten digital berpengaruh signifikan positif terhadap digital citizenship Mahasiswa PTKI

H5: Data privasi dan keamanan berpengaruh signifikan positif terhadap digital citizenship Mahasiswa PTKI
H6: Kebijakan pembelajaran digital berpengaruh signifikan positif terhadap digital citizenship Mahasiswa PTKI

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling, dimana kuesioner berbasis online
disebarkan kepada mahasiswa selama rentang waktu dua bulan dari Januari-Februari 2023. Metode ini mendorong
individu untuk mengisi kuesioner berdasarkan ketersediaan dan kesediaan mereka untuk berpartisipasi. Penerapan
metode pengambilan sampel yang tidak disengaja (kenyamanan) dalam penelitian ini didorong oleh kemudahan dan
efisiensinya, karena terbukti lebih mudah dan cepat dalam administrasi survei dibandingkan dengan metode alternatif
(Etikan, 2016). Proses pengambilan data dilakukan secara online melalui Google Form dan basis penyebaran via
Media Sosial dengan penyebaran informasi langsung melalui pesan singkat dan melalui fitur pembaharuan status-
periklanan Media Sosial.

Dalam penelitian ini, partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) digunakan untuk menilai model
penelitian yang diusulkan. Pilihan ini dibenarkan oleh kapasitasnya untuk secara bersamaan menilai hubungan
kompleks antara konstruksi multidimensi (Becker et al., 2023). Sebaliknya, teknik statistik alternatif seperti regresi
berganda atau analisis varians multivariat dibatasi untuk menguji hubungan antara konstruksi individu secara terpisah.
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Penting untuk digarisbawahi bahwa PLS-SEM memitigasi tantangan terkait dengan ukuran sampel yang kecil dan
menerapkan asumsi yang tidak terlalu ketat mengenai distribusi normalitas dan ketentuan kesalahan (Hair et al., 2018).
Studi ini mempergunakan perangkat lunak SmartPLS 3.0 untuk menguiji hipotesis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Proses pengambilan data mendapat 200 responden mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia
sedengan mayoritas berusia antara 21 hingga 25 tahun (64%), dengan sebagian kecil dari kelompok usia 15-20 tahun
(13%) dan 26-30 tahun (23%). Secara gender, mayoritas responden adalah wanita (71%) dibandingkan dengan pria
(29%). Dalam hal pendidikan tinggi, sebagian besar responden berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, baik
negeri maupun swasta, dengan proporsi masing-masing 55% dan 45%. Secara geografis, mayoritas responden
berasal dari Jawa (58%), diikuti oleh Sumatera (17%) dan Kalimantan (10%). Ketika datang ke pembiayaan pendidikan,
sebagian besar responden menggunakan biaya mandiri (40%), diikuti oleh beasiswa korporasi (33%) dan beasiswa
pemerintah (27%). Hasil lebih detail karakteristik responden disampaikan tabel 1.

Tabel 1 Karakteristik Responden

Total %
Usia
15-20 Tahun 2% 13%
21-25 Tahun 129 64%
26-30 Tahun 45 23%
Gender
Pria 58 29%
Wanita 142 1%
Kategori Pendidikan Tinggi Responden
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri 111 55%
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta 89 45%
Demografi PTKI
Sumatera 34 17%
Jawa 17 58%
Bali-Nusa Tenggara 11 5%
Kalimantan 19 10%
Sulawesi 13 %
Maluku-Papua 6 3%
Pembiayaan Pendidikan
Biaya Mandiri 81 40%
Beasiswa Pemerintah 54 27%
Beasiswa Korporasi 65 33%

Sumber: Olah data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Langkah pertama dalam mengevaluasi kehandalan dan ketepatan item pengukuran di PLS adalah dengan mengkaji
model pengukuran, yang disebut sebagai outer model. Penilaian model pengukuran dalam konteks PLS-SEM
bervariasi tergantung pada apakah model tersebut menggunakan pengukuran formatif atau reflektif, serta sifat
mendasar dari model pengukuran itu sendiri (Dash & Paul, 2021). Sebelum menguiji hipotesis model yang diajukan,
penting untuk memverifikasi keandalan dan validitas model pengukurannya terlebih dahulu. Untuk mencapai tujuan
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ini, penilaian validitas dan keandalan harus dilakukan sebagai bagian dari evaluasi model pengukuran sebelum lanjut
ke model struktural. Uji validitas diuji dari nilai outer loading setiap indikator harus berada diatas minimum 0.7 dan nilai
Average Variant Extracted (AVE) harus melebihi 0.5 (Memon et al., 2021). Penguijian reliabilitas dinilai melalui
pemeriksaan Composite Reliability (CR) dan Cronbach Alpha (CA) harus melebihi ambang batas yang disarankan
yaitu 0,7, yang menandakan konsistensi internal yang kuat (Afthanorhan et al., 2020). Hasil pengujian validitas pada
tabel 2 menunjukkan seluruh indikator dalam variabel memiliki nilai outer loading diatas 0.7 dibuktikan dengan skala
minimum 0.716 yang diperoleh dalam variabel pembuatan konten digital dan tertinggi 0.893 yang diperoleh dalam
variabel problem solving. Nilai AVE seluruh variabel juga melebihi 0,50 yang mengartikan validitas terkonfirmasi. Hasil
uji reliabilitas pada tabel 2 menunjukkan nilai CA dan CR seluruh variabel melebihi ambang batas yang disarankan
(0.7) yang menandakan konsistensi internal yang kuat.

Tabel 2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel Kode Variabel  Outer Loading AVE CR CA
Problem Solving PS1-PS9 0.737-0.893  0.633 0939  0.927
Literasi Data & Informasi DIL1-DIL4 0.734-0.838 0583 0.847  0.762
Komunikasi dan Kolaborasi KK1-KK5 0.756 - 0.864- 0.647 0.901 0.863
Pembuatan Konten Digital PKD1-PKD6 0.716-0.867 0626 0909  0.877
Data Privasi dan Keamanan DPK1-DPK10 0.744-0.879 0.583 0.932 0.917
Kebijakan Pembelajaran Digital KPD1-KPD5 0.735-0.857 0.658 0906  0.869
Digital citizenship Mahasiswa PTKI DCM1-DCM6 0.732-0.821 0549 0878  0.831

Sumber: Olah data

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam PLS-SEM dilakukan melalui prosedur inner model structural dalam fitur bootstrapping yang
melibatkan 5000 sampel ulang (Sarstedt et al., 2019), dengan output SmartPLS pada Gambar 1. Hipotesis dianggap
valid jika koefisien jalur menunjukkan arah positif, nilai p-nilai kurang dari 0.05, dan uji-t melebihi angka 1.96 (Hair et
al., 2019). Hasil penguijian hipotesis menunjukkan bahwa faktor Problem Solving, Literasi Data & Informasi, Komunikasi
dan

Kolaborasi, Pembuatan Konten Digital, dan Kebijakan Pembelajaran Digital secara signifikan berkontribusi terhadap
Digital citizenship Mahasiswa PTKI (p < 0.05). Akan tetapi, faktor Data Privasi dan Keamanan tidak berkontribusi
secara signifikan (p > 0.05). Hasil lebih lanjut disampaikan pada tabel 3 dan didiskusikan lebih lanjut pada subbab
berikutnya.

Gambar 1.
Hasil bootstrapping PLS-SEM
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Tabel 4.
Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis Path Coefficient T-Test P-Value Keputusan
Problem Solving [ Digital citiz anship 0.360 2.770 0.000 Accepted
Mahasiswa PTKI
Literasi Data & Informasi [ citizenship ~ Digital 0.631 22.348 0.000 Accepted
Mahasiswa PTKI
Komunikasi dan Kolaborasi 1l citizenship Digital 0.373 10.935 0.000 Accepted
Mahasiswa PTKI
Pembuatan Konten Digital 0 citizenship  Digital 0.256 3.139 0.002 Accepted
Mahasiswa PTKI
Data Privasi dan Keamanan [ Digital citizenship 0.248 1.422 0.156 Declined
Mahasiswa PTKI
Kebijakan Pembelajaran Digital 0 Digital citizenship 0.330 4 461 0.000 Accepted
Mahasiswa PTKI

Sumber: Olah data

Problem Solving dan Digital citizenship Mahasiswa PTKI

Hasil penguijian hipotesis menunjukkan problem solving sebagai bagian dari digital competence berpengaruh signifikan
positif terhadap pembentukan digital citizenship mahasiswa PTKI. Pentingnya kompetensi pemecahan masalah
didukung oleh penelitian sebelumnya yang menggarisbawahi pentingnya kompetensi pemecahan masalah,
menghubungkannya dengan peningkatan kompetensi digital dan kewarganegaraan (Aldas et al., 2019; Mieg et al.,
2024; Ortegren, 2024; VillarOnrubia et al., 2022; Xu et al., 2019). Problem solving sangat penting karena
memungkinkan mahasiswa menavigasi lingkungan digital yang kompleks secara efektif dan bertanggung jawab.
Keterampilan problem solving memberdayakan mahasiswa PTKI untuk mengatasi tantangan digital secara etis. Pada
era dimana misinformasi dan penipuan digital merajalela, kemampuan untuk membedakan sumber yang kredibel dan
sumber yang tidak dapat diandalkan sangatlah penting. Siswa yang dibekali dengan keterampilan pemecahan masalah
dapat mengevaluasi informasi secara kritis, mengidentifikasi bias, dan membuat keputusan yang tepat. Dengan
melakukan hal ini, mereka menjunjung tinggi prinsip integritas dan kejujuran, yang merupakan pilar utama digital
citizenship.

Pada sisi yang lain, problem solving menumbuhkan ketahanan dalam menghadapi dilema digital. Teknologi terus
berkembang, menghadirkan tantangan baru secara berkala. Mahasiswa PTKI yang mahir dalam memecahkan
masalah tidak hanya menyerah pada tantangan-tantangan ini tetapi menganggapnya sebagai peluang untuk
berkembang. Baik dalam memecahkan masalah teknis atau menyelesaikan konflik dalam interaksi online, kemampuan
mereka untuk menganalisis, menyusun strategi, dan beradaptasi membekali mereka untuk mengatasi hambatan
secara efektif. Problem solving mendorong kolaborasi dan keterlibatan konstruktif dalam ruang digital.
Kewarganegaraan digital bukan hanya tentang perilaku individu tetapi juga tentang membina komunitas online yang
positif. Mahasiswa PTKI yang mahir dalam memecahkan masalah cenderung berkolaborasi dengan rekan-rekannya
untuk mengatasi tantangan yang sama, baik dalam memerangi cyberbullying, mendorong inklusivitas digital, atau
mendukung langkah-langkah keamanan online. Melalui upaya pemecahan masalah secara kolektif, mereka
berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang saling menghormati, inklusif, dan kondusif untuk
pembelajaran.

Dengan demikian, keterampilan pemecahan masalah merupakan bagian integral dalam menumbuhkan
kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab di kalangan mahasiswa PTKI. Dengan mengasah kemampuan
mereka untuk mengatasi tantangan digital secara etis, tangguh, dan kolaboratif, siswa tidak hanya menavigasi dunia
digital dengan baik namun juga berkontribusi untuk membentuknya menjadi ruang yang menjunjung standar etika,
mendorong inklusivitas, dan mendorong keterlibatan positif. Oleh karena itu, mengintegrasikan pemecahan masalah
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ke dalam pendidikan kompetensi digital sangat penting untuk membina generasi digital citizenship yang teliti dalam
komunitas akademisi PTKI.

Literasi Data & Informasi serta Digital citizenship Mahasiswa PTKI

Literasi data dan kelancaran informasi merupakan komponen kompetensi digital yang sangat diperlukan dan
mempunyai dampak besar pada penanaman digital citizenship di kalangan mahasiswa PTKI. Hasil pengujian hipotesis
menerima H2 dan sejalan dengan studi sebelumnya yang menemukan hal sejenis dalam konteks wilayah berbeda
(Aldas et al., 2019; Mieg et al., 2024; C)rtegren, 2024; Villar-Onrubia et al., 2022; Xu et al., 2019). Pemahaman yang
kuat tentang literasi data memberdayakan mahasiswa untuk menavigasi lautan informasi digital yang luas dengan
cerdas, sementara kelancaran informasi memungkinkan mereka mengevaluasi secara kritis dan memanfaatkan data
secara efektif.

literasi data membekali mahasiswa PTKI dengan keterampilan memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan
data dalam berbagai format. Kemahiran dalam literasi data memungkinkan siswa untuk mengekstraksi wawasan yang
bermakna dari kumpulan data yang kompleks, mendorong pengambilan keputusan yang tepat dan pemikiran kritis.
Pada era yang dipenuhi dengan teknologi berbasis data, seperti kecerdasan buatan dan analisis big data, literasi data
sangat diperlukan untuk menavigasi lanskap digital secara bertanggung jawab.

Kelancaran informasi memberdayakan mahasiswa PTKI untuk mengevaluasi kredibilitas, keakuratan, dan relevansi
informasi yang ditemui secara online. Di zaman yang penuh dengan misinformasi dan disinformasi, kemampuan
membedakan fakta dan kebohongan adalah hal yang terpenting. Kefasihan informasi menanamkan rasa skeptis dan
penyelidikan pada siswa, mendorong mereka untuk melakukan referensi silang, memverifikasi klaim, dan berinteraksi
dengan informasi secara bertanggung jawab. Dengan mengasah keterampilan ini, mahasiswa menumbuhkan identitas
digital yang bercirikan integritas, akuntabilitas, dan dapat dipercaya.

Integrasi literasi data dan kelancaran informasi ke dalam kurikulum PTKI mendorong tumbuhnya warga digital yang
teliti. Melalui pengalaman belajar langsung dan penerapannya di dunia nyata, mahasiswa belajar memanfaatkan
kekuatan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Mereka menjadi mahir dalam menjaga jejak digital mereka,
menghormati hak kekayaan intelektual, dan menjunjung tinggi prinsip privasi dan keamanan digital.

Komunikasi dan Kolaborasi dalam Konteks Digital citizenship Mahasiswa PTKI

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan hubungan positif yang signifikan antara kompetensi digital siswa dalam hal
komunikasi dan kolaborasi, dan digital citizenship. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki kemampuan
memanfaatkan perangkat dan aplikasi digital secara efektif untuk komunikasi dan kolaborasi cenderung menunjukkan
perilaku kritis dan bertanggung jawab ketika menggunakan teknologi dan berinteraksi dalam lingkungan digital.
Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi online
yang bertanggung jawab dalam menumbuhkan kewarganegaraan digital, yang mencakup membimbing siswa tentang
cara menavigasi dunia digital dalam kehidupan pribadi dan akademik mereka (Aldas et al., 2019; Mieg et al., 2024;
Ortegren, 2024; Villar-Onrubia et al., 2022; Xu et al., 2019)..

Komunikasi dan kolaborasi merupakan komponen integral dari kompetensi digital, yang berperan penting dalam
membentuk kewarganegaraan digital mahasiswa PTKI. Keterampilan komunikasi yang efektif dalam platform digital
memungkinkan mahasiswa mengekspresikan diri mereka dengan jelas, penuh rasa hormat, dan empati. Dengan
terlibat dalam diskusi online, forum, dan platform media sosial, mahasiswa belajar mengkomunikasikan ide, pendapat,
dan keyakinan mereka sambil menghormati perspektif yang berbeda. Hal ini menumbuhkan budaya toleransi,
pengertian, dan empati, yang merupakan aspek mendasar dari digital citizenship. Kolaborasi dalam lingkungan digital
mendorong siswa untuk bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan memecahkan masalah secara kolektif. Melalui
proyek kolaboratif, diskusi kelompok online, dan kerja tim virtual, mahasiswa mengembangkan keterampilan penting
seperti kerja tim, kepemimpinan, dan kompromi. Pengalaman-pengalaman ini menumbuhkan rasa kebersamaan dan
kepemilikan dalam dunia digital, memperkuat prinsip-prinsip kewarganegaraan digital, seperti menghormati orang lain
dan berkolaborasi demi kebaikan bersama.

Komunikasi dan kolaborasi yang efektif di ruang digital memberdayakan mahasiswa PTKI untuk menjadi kontributor
aktif dalam komunitas online mereka. Dengan berbagi wawasan, sumber daya, dan informasi berharga, siswa
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memperkaya lanskap digital dan mendorong interaksi positif. Mereka juga belajar memahami sumber yang kredibel,
menghadapi tantangan digital, dan menjunjung standar etika, sehingga mewujudkan prinsip-prinsip kewarganegaraan
digital yang bertanggung jawab. Selain itu, komunikasi dan kolaborasi dalam konteks digital memungkinkan
mahasiswa menjadi pendukung keadilan sosial, kesetaraan, dan inklusivitas. Dengan memanfaatkan platform digital
untuk meningkatkan kesadaran, memobilisasi dukungan, dan memulai perubahan positif, siswa berkontribusi dalam
menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata baik secara online maupun offline.

Pembuatan Konten Digital dan Digital citizenship Mahasiswa PTKI

Hasil pengujian hipotesis yang diperoleh dari penelitian ini menyiratkan bahwa pembuatan konten digital berpengaruh
signifikan positif terhadap digital citizenship mahasiswa PTKI. Hasil pengujian ini sejalan dengan studi sebelumnya
yang menemukan hal sejenis dalam konteks wilayah berbeda (Aldas et al., 2019; Mieg et al., 2024; Ortegren, 2024;
VillarOnrubia et al., 2022; Xu et al., 2019). Pembuatan konten digital menawarkan banyak peluang untuk meningkatkan
digital citizenship mahasiswa PTKI, menumbuhkan perilaku yang bertanggung jawab, beretika, dan terinformasi dalam
lingkungan digital. Terlibat dalam pembuatan konten digital mengharuskan mahasiswa mengevaluasi informasi,
sumber, dan perspektif secara kritis. Melalui proses meneliti, mensintesis, dan membuat konten, mahasiswa belajar
membedakan sumber yang kredibel dari misinformasi atau konten yang bias, sehingga mengembangkan keterampilan
berpikir kritis yang penting untuk kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab.

Membuat konten digital melibatkan pemahaman berbagai format media, seperti teks, gambar, video, dan elemen
interaktif. Dengan berpartisipasi aktif dalam pembuatan konten, siswa mengembangkan keterampilan literasi media,
memungkinkan mereka menafsirkan dan membuat media secara efektif dan bertanggung jawab. Mereka belajar
mengenali kekuatan media dalam membentuk opini dan narasi, memberdayakan mereka untuk mengonsumsi dan
memproduksi konten dengan penuh kesadaran. Pembuat konten digital harus mematuhi standar etika terkait hak cipta,
atribusi, dan penggunaan wajar. Dengan membuat konten orisinal dan menghormati hak kekayaan intelektual,
mahasiswa menumbuhkan rasa etika dan integritas digital. Mereka juga belajar mengatribusikan sumber dengan
benar, sehingga berkontribusi terhadap budaya kejujuran dan integritas akademis di ruang digital.

Pembuatan konten digital sering kali melibatkan kolaborasi dan komunikasi dengan rekan kerja dan audiens. Dengan
bekerja secara kolaboratif dalam proyek, mahasiswa mempelajari keterampilan komunikasi, kerja tim, dan negosiasi
yang efektif yang penting untuk interaksi online yang produktif. Mereka juga mengembangkan empati dan rasa hormat
terhadap sudut pandang yang berbeda, menumbuhkan budaya inklusivitas dan wacana yang saling menghormati
secara online. Pembuatan konten digital memberi mahasiswa platform untuk mengekspresikan diri mereka secara
kreatif dan autentik. Dengan berbagi ide, cerita, dan perspektif mereka dengan audiens global, mahasiswa merasa
diberdayakan untuk berkontribusi positif pada komunitas online. Rasa keagenan dan ekspresi diri ini menumbuhkan
rasa kewarganegaraan digital yang kuat, dimana mahasiswa berpartisipasi aktif dalam membentuk dunia digital
menjadi lebih baik. Dengan demikian, pembuatan konten digital berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk mendorong
pengembangan keterampilan dan nilai-nilai penting yang terkait dengan kewarganegaraan digital di kalangan
mahasiswa PTKI.

Tantangan Data Privasi dan Keamanan terhadap Digital citizenship Mahasiswa PTKI

Hasil penguijian hipotesis menunjukkan tantangan data privasi dan keamanan justru tidak berpengaruh signifikan positif
terhadap digital citizenship mahasiswa PTKI. Temuan ini bertentangan dengan bukti yang ada bahwa keselamatan
adalah salah satu komponen kunci kompetensi digital, sebagaimana tercermin dalam kerangka kerja DigComp yang
terkait dengan kewarganegaraan digital (Aldas et al., 2019; Mieg et al., 2024: Ortegren, 2024: Villar-Onrubia et al.,
2022; Xu et al., 2019). Peneliti percaya bahwa kurangnya kesadaran di kalangan mahasiswa perguruan tinggi
mengenai pengaruh positif yang besar dari masalah keamanan digital terhadap digital citizenship mungkin menjadi
faktor yang berkontribusi terhadap tidak pentingnya kompetensi keselamatan. Hal ini mungkin meremehkan pengaruh
keselamatan dalam konteks kompetensi digital dan keterkaitan kewarganegaraan digital, sehingga menyoroti perlunya
meningkatkan penciptaan kesadaran dan pendidikan mengenai interaksi penting antara data privasi keamanan dan
digital citizenship.

Tantangan privasi data bisa rumit dan memiliki banyak segi, sehingga memerlukan pemahaman yang berbeda-beda
mengenai teknologi, hukum, dan etika. Mahasiswa PTKI, seperti banyak mahasiswa lainnya, mungkin merasa
kesulitan untuk mengatasi kompleksitas ini tanpa bimbingan dan dukungan yang memadai. Selain itu, peraturan privasi
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dan praktik terbaik terus berkembang, sehingga menyulitkan mahasiswa untuk selalu mengetahui perkembangan
terkini dan menerapkannya secara efektif. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan pendekatan holistik
yang mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan digital ke dalam kurikulum PTKI, memperhatikan konteks
budaya dan agama, menyediakan sumber daya dan pelatihan yang memadai bagi para dosen, dan menumbuhkan
keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk mengatasi masalah privasi yang kompleks di era digital.

Implikasi Kebijakan Pembelajaran Digital terhadap Digital citizenship Mahasiswa PTKI

Hasil pengujian hipotesis yang diperoleh dari penelitian ini menyiratkan bahwa kebijakan pembelajaran digital
berpengaruh signifikan positif terhadap digital citizenship mahasiswa PTKI. Kebijakan pemerintah dalam hal ini
Kementerian Agama RI dan Kemendikbudristek terkait pembelajaran digital berperan penting dalam membentuk digital
citizenship mahasiswa PTKI, khususnya pengembangan perilaku yang bertanggung jawab dan etis dalam lingkungan
digital. Penetapan pedoman yang jelas tentang akses internet memastikan mahasiswa memahami perilaku dan
penggunaan online yang tepat.

Terdapat beberapa kebijakan menetapkan pedoman dan kerangka kerja untuk perilaku yang bertanggung jawab dan
etis di dunia digital. Kebijakan pembelajaran digital harus menguraikan perilaku daring yang dapat diterima,
menekankan rasa hormat, integritas, dan empati. Pedoman yang jelas membantu mahasiswa memahami batas-batas
interaksi yang pantas di ruang virtual, menumbuhkan budaya saling menghormati dan profesionalisme. Kebijakan yang
efektif juga mencakup ketentuan untuk pendidikan keamanan siber, meningkatkan kesadaran tentang ancaman online
seperti penipuan phishing, malware, dan pencurian identitas. Dengan mendidik mahasiswa tentang praktik terbaik
keamanan siber, institusi PTKI memberdayakan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri dan komunitas mereka
secara online. Kebijakan pembelajaran digital harus mengatasi masalah terkait plagiarisme, pelanggaran hak cipta,
dan hak kekayaan intelektual. Dengan mengedepankan penggunaan informasi yang etis dan praktik pengutipan yang
tepat, kebijakan ini mendorong integritas akademis dan penghormatan terhadap hak pencipta.

Penelitian ini menyoroti peran penting problem solving, literasi data, komunikasi dan kolaborasi, pembuatan konten
digital, serta kebijakan pembelajaran digital dalam membentuk digital citizenship mahasiswa PTKI. Hasil pengujian
hipotesis menunjukkan bahwa problem solving, literasi data, komunikasi-kolaborasi, pembuatan konten digital, dan
kebijakan pembelajaran digital memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan kewarganegaraan digital di
kalangan mahasiswa PTKI. Mahasiswa PTKI yang mahir dalam memecahkan masalah, memahami data dan informasi,
berkomunikasi, berkolaborasi, serta membuat konten digital secara bertanggung jawab, cenderung menunjukkan
perilaku yang etis dan bertanggung jawab dalam lingkungan digital. Integrasi keterampilan ini ke dalam kurikulum PTKI
sangat penting untuk membina generasi digital citizenship yang teliti, terampil, dan bertanggung jawab. Meskipun
demikian, tantangan terkait privasi data dan keamanan menyoroti perlunya pendekatan holistik dalam mengatasi
kompleksitas masalah tersebut. Kebijakan pembelajaran digital yang jelas dan terarah menjadi kunci dalam
membentuk perilaku yang bertanggung jawab dan etis di dunia digital bagi mahasiswa PTKI.

Studi ini berkontribusi pada literatur tentang penggunaan teknologi di perguruan tinggi dengan mengidentifikasi
mekanisme yang melaluinya siswa dapat membangun kompetensi digital mereka di era Internet dan menjadi warga
digital dalam prospek dan tantangan ganda yang terus berkembang dalam lanskap digital. Studi ini mengusulkan agar
kerangka kompetensi digital (DigComp) akan berfungsi sebagai referensi bagi peneliti masa depan di bidang ini. Oleh
karena itu, penelitian ini menyoroti kerangka kompetensi digital (DigComp) dengan menekankan perlunya mahasiswa
serta pemangku kepentingan pendidikan untuk beradaptasi dengan peningkatan kompetensi digital dan
kewarganegaraan. Temuan ini telah mengkonfirmasi bukti yang ada bahwa DigComp, yang telah mengidentifikasi
pemecahan masalah, literasi data dan informasi, komunikasi dan kolaborasi, serta pembuatan konten digital sebagai
prinsip utama kompetensi digital, terkait dengan kewarganegaraan digital di kalangan mahasiswa perguruan tinggi
keagamaan Islam Indonesia. Artinya ketika prinsip kompetensi digital ini diterapkan, kompetensi digital mahasiswa
perguruan tinggi meningkatkan kewarganegaraan digital mereka menuju kualitas umur panjang dan harapan
pendidikan inklusif.

Kumpulan data dari kerangka DigComp dapat membantu lembaga pelatihan guru, atau pembuat kebijakan Perguruan
Tinggi merancang program yang efektif untuk meningkatkan kompetensi digital dosen pra-jabatan. Demikian pula,
peneliti percaya bahwa analisis hipotesis dari kerangka DigComp dapat memaparkan siswa pada kebutuhan
keterampilan digital modern dan juga membantu pembuat kebijakan merancang langkah-langkah strategis untuk
memenuhi tuntutan kompetensi digital. Selain kontribusi kerangka kerja DigComp terhadap kebijakan dan praktik,
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penelitian ini memiliki implikasi manajerial yang berguna untuk mempromosikan kewarganegaraan digital mahasiswa
dan perguruan tinggi pada umumnya. Studi ini mengungkapkan bahwa fokus pada literasi data dan informasi,
komunikasi dan kolaborasi, pembuatan konten digital, dan pemecahan masalah merupakan hal yang signifikan dalam
membangun kompetensi digital mahasiswa dan juga kemampuan mereka untuk mempraktikkan kewarganegaraan
digital. Oleh karena itu, pedoman khusus harus dikembangkan oleh manajemen Perguruan Tinggi dan diarahkan untuk
meningkatkan tuntutan kewarganegaraan digital mahasiswa. Beberapa cara pembelajaran yang lebih menarik yang
dapat dilakukan oleh manajemen Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelatihan yang efektif mengenai modul online
interaktif, lokakarya keamanan siber, kampanye perilaku digital yang etis, dan penerapan sumber daya teknologi yang
inklusif namun dengan pemeriksaan etis untuk mengelola masalah-masalah teknologi yang tidak etis yang muncul.
Hal ini akan membantu mengasimilasi dan memodernisasi konteks digital mereka sehingga dapat menahan
peningkatan situasi menantang yang tidak terduga dan memerlukan penyelesaian masalah yang cermat. Kedua,
pengelolaan fasilitas harus menciptakan lingkungan kerja dan kondisi di mana siswa akan didorong untuk
menampilkan kompetensi digital yang inovatif dan perilaku yang bertanggung jawab untuk memenuhi harapan
masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan kewarganegaraan digital di antara mahasiswa PTKI memerlukan
fokus pada kemampuan problem solving, literasi data, komunikasi-kolaborasi, pembuatan konten digital, dan kebijakan
pembelajaran digital. Bagi PTKI, integrasi keterampilan ini ke dalam kurikulum menjadi esensial dalam membentuk
generasi mahasiswa yang teliti, terampil, dan bertanggung jawab dalam lingkungan digital. Ini menandakan pentingnya
peran Kementerian Agama Rl dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan dengan memperkuat
aspek-aspek tersebut dalam kurikulum dan kebijakan. Namun, tantangan privasi data dan keamanan memerlukan
pendekatan holistik yang melibatkan kerja sama antarlembaga dan pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu,
kebijakan pembelajaran digital yang jelas dan terarah menjadi kunci dalam membentuk perilaku yang bertanggung
jawab dan etis di dunia digital bagi mahasiswa PTKI. Dengan demikian, PTKI dan Kementerian Agama RI harus
bersinergi untuk memperkuat pendidikan keagamaan yang sesuai dengan tuntutan zaman digital ini.
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